
 

 
MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR    69     TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  

NOMOR 62 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya peraturan perundang-undangan terkait  

pelaksanaan urusan pemerintahan dalam negeri dan dinamika 
dalam penerapan standar pelayanan minimal bidang 
pemerintahan dalam negeri di kabupaten/kota, perlu dilakukan 
penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota; 

   
Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

  2.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4674); 

  3.  Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4723); 

  4.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
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166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4916); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4736); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 
Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5094); 

  9.  Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan 
dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 

  10. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan 
Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan 
Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 
tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan secara Nasional; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2007 tentang 
Pakaian Dinas Aparatur Pemadam Kebakaran; 

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan 
Minimal; 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Standar Kualifikasi Aparat Pemadam Kebakaran Di Daerah; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang 
Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan 
Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk 
Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, 
Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis 
Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 55);  

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang 
Buku dan Formulir Yang Dipergunakan Dalam Pendaftaran 
Penduduk dan Pencatatan Sipil;  
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  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang 
Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam 
Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 436); 

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor 
Induk Kependudukan Secara Nasional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 118); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang 
Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705); 

    
  MEMUTUSKAN:  
    
Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN 

ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 62 TAHUN 
2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG 
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DI KABUPATEN/KOTA. 

 

   
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota diubah sebagai 
berikut: 
 

  1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3)   diubah dan diantara ayat 
(2) dan ayat (3) disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b) 
dan ayat (2c), sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 2 
 

(1) Kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan bidang 
pemerintahan dalam negeri berdasarkan SPM Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri. 
 

(2) SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) merupakan target standar pelayanan 
bidang pemerintahan dalam negeri, yang meliputi: 

a. jenis pelayanan dasar; 

b. indikator kinerja; 

c. nilai SPM;  

d. batas waktu pencapaian; dan 

e. satuan kerja/lembaga penanggung jawab. 
 

(2a) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a meliputi: 

a. pelayanan dokumen kependudukan; 

b. pemeliharaan ketertiban umum, ketentraman 
masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan 

c. penanggulangan bencana kebakaran. 
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(2b) Ketentuan lebih lanjut mengenai target standar pelayanan 

bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
(2c) Penyelenggaraan pelayanan bidang pemerintahan dalam negeri 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan 
petunjuk teknis operasional SPM Bidang Pemerintahan Dalam 
Negeri di kabupaten/kota. 

 
(3) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional  SPM Bidang 

Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2c) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 

 
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 3 
 

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2a), wajib diselenggarakan oleh kabupaten/kota sesuai 
kebutuhan, karakteristik, dan potensi daerah. 
 

3. Pasal 4 dihapus. 
 

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 5 
 

SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri menjadi salah satu acuan 
bagi pemerintahan kabupaten/kota  dalam penyusunan 
perencanaan program pencapaian target masing-masing daerah 
kabupaten/kota. 

 
 

5. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat 
(3) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (2a) dan ayat (2b), sehingga  
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6 
 

(1) Bupati/walikota bertanggungjawab dalam penyelenggaraan 
pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri yang dilaksanakan perangkat 
daerah kabupaten/kota dan masyarakat.  

(2) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM 
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat 
daerah yang membidangi masing-masing jenis pelayanan 
dasar. 

(2a) Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), melakukan perencanaan pembiayaan SPM Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri sesuai dengan petunjuk teknis 
pembiayaan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 
kabupaten/kota. 
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(2b) Ketentuan mengenai petunjuk teknis pembiayaan SPM Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2a) tercantum dalam Lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

(3) Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan berdasarkan SPM 
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat 
daerah sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang 
dibutuhkan. 

 

  6. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) Pasal,  yakni Pasal 
6A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 6A 
 

(1) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, penyelenggaraan SPM 
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di kabupaten/kota 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 
diselenggarakan oleh Provinsi. 

(2) Gubernur DKI Jakarta bertanggungjawab dalam 
penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan berdasarkan SPM 
Bidang Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah 
provinsi dan masyarakat. 

(3) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pelayanan pemerintahan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan  Pasal 6 ayat (2), 
ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (3) berlaku secara mutatis 
mutandis terhadap penyelenggaraan SPM Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri di Provinsi DKI Jakarta. 

 

 
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat 

(2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga  berbunyi 
sebagai berikut: 
 

Pasal 8 
 

(1) Bupati/walikota menyampaikan laporan tahunan kinerja 
penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam 
Negeri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada 
Gubernur.  

(1a) Gubernur DKI Jakarta menyampaikan laporan tahunan 
kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan 
Dalam Negeri kepada Menteri Dalam Negeri. 

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (1a) sebagai bahan Menteri Dalam Negeri dalam 
melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang 
Pemerintahan Dalam Negeri. 
 

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 11 
 

(1) Menteri Dalam Negeri melalui komponen yang membidangi   
SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri melakukan 
pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian 
SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri.  
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(2) Menteri Dalam Negeri dapat mendelegasikan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah. 

 

9. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a) 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 12 
 

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengawasan teknis atas 
penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam 
Negeri yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian 
Dalam Negeri.  

(2) Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah dalam 
melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan 
pencapaian SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan 
oleh inspektorat provinsi berkoordinasi dengan inspektorat 
kabupaten/kota.  

(3) Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang 
dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah 
berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 
kabupaten/kota.  

(3a)Gubernur DKI Jakarta melakukan pengawasan atas 
penyelenggaraan pelayanan Pemerintahan Dalam Negeri yang 
dilakukan oleh aparatur satuan kerja perangkat daerah 
berdasarkan SPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di 
Provinsi DKI Jakarta. 

 

Pasal II 
 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Oktober 2012 
MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

ttd 

GAMAWAN FAUZI 
 Diundangkan di Jakarta 
 pada tanggal 29 Oktober 2012 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

 

AMIR SYAMSUDIN  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012  NOMOR 1058 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM 

 

 
ZUDAN ARIF FAKRULLOH 

Pembina Tk.I (IV/b) 
NIP. 19690824 199903 1 001 
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